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Abstrak 

 

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi krusial dalam era Society 5.0, yang 

bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi canggih guna meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan inklusivitas. Artikel ini mengkaji latar belakang permasalahan kesenjangan digital, 

rendahnya partisipasi publik, dan tantangan transparansi di sektor pemerintahan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi seperti AI, IoT, dan big data dalam tata 

kelola pemerintahan serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik. Metode yang 

digunakan meliputi studi literatur dan analisis kasus dari berbagai negara yang telah berhasil 

menerapkan teknologi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 

digital dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, namun juga 

menimbulkan tantangan baru terkait privasi data dan kesenjangan akses teknologi. Implikasi dari 

kajian ini menekankan perlunya kebijakan adaptif dan inklusif yang memastikan semua lapisan 

masyarakat dapat menikmati manfaat dari Society 5.0, serta pentingnya kolaborasi antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses transformasi digital ini. 

Kata kunci: Inklusivitas, Pelayanan Publik, Society 5.0, Tata Kelola Pemerintahan, 

Transformasi Digital.  

 

PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting di era Society 

5.0, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang. Society 5.0 

bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan 

buatan (AI), dan big data ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat untuk menciptakan 

keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial (Fukuyama, 2018; 

Mourtzis et al., 2022; Narvaez Rojas et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan, transformasi 

digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan partisipasi 

publik dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

Meskipun potensi manfaat dari transformasi digital sangat besar, terdapat beberapa 

masalah utama yang perlu diatasi. Pertama, kesenjangan digital yang signifikan masih menjadi 

hambatan utama, di mana akses terhadap teknologi dan layanan digital belum merata di berbagai 

kelompok masyarakat (Van Dijk, 2005; Warschauer, 2004). Kedua, partisipasi publik dalam 

proses pemerintahan masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya keterlibatan warga dalam 

pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka (Fung, 2015). Ketiga, meskipun teknologi 

digital memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, implementasi yang buruk dapat 

menimbulkan masalah baru seperti privasi data dan kesenjangan akses teknologi (Meijer, 2012). 

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai 

bagaimana transformasi digital dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan digital 

dan rendahnya partisipasi publik, serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola 
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pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami 

bagaimana menerapkan teknologi canggih secara efektif untuk mewujudkan Society 5.0 yang 

inklusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis tetapi 

juga aplikasi praktis yang signifikan untuk perbaikan kebijakan publik dan implementasinya. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai manfaat dan tantangan dari transformasi 

digital dalam pemerintahan. Teo menunjukkan bahwa e-government dapat meningkatkan kualitas 

informasi, efisiensi dan aksesibilitas layanan publik (Teo, 2008). Van Dijk  dan Warschauer 

membahas bagaimana kesenjangan digital dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial (Van Dijk, 

2005; Warschauer, 2004). Fung dan Meijer menyoroti bahwa teknologi dapat meningkatkan 

transparansi dan partisipasi publik, namun implementasi yang tidak tepat dapat mengurangi 

kepercayaan publik (Fung, 2015; Meijer, 2012). Munyoka menyatakan bahwa tingkat pendidikan, 

sarana prasarana, keamanan data, dan pengaruh politik juga mempengaruhi penerapan e-

government  (Munyoka, 2020). Selanjutnya Blasio menemukan bahwa transformasi digital juga 

dipengaruhi oleh kondisi sosial politik suatu negara (Blasio, 2019). Penelitian-penelitian ini 

memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami kompleksitas transformasi digital 

dalam tata kelola pemerintahan. 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kasus dari berbagai negara 

yang telah berhasil menerapkan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Studi literatur 

akan mengkaji teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, sedangkan analisis kasus akan 

mengevaluasi implementasi teknologi di negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan 

Singapura. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

kunci keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital di 

pemerintahan. 

Penelitian ini menawarkan beberapa inovasi dan kontribusi baru, termasuk pendekatan 

holistik yang menggabungkan studi literatur dan analisis kasus untuk memberikan pandangan 

komprehensif tentang transformasi digital dalam pemerintahan. Selain itu, penelitian ini 

menekankan pentingnya kebijakan adaptif dan inklusif yang memastikan semua lapisan 

masyarakat dapat menikmati manfaat dari Society 5.0. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses transformasi digital, 

yang merupakan aspek krusial namun sering kali diabaikan dalam literatur sebelumnya. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan 

digital dan memastikan bahwa transformasi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. 

Selain itu, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk menciptakan 

pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, yang sangat penting dalam konteks globalisasi 

dan digitalisasi saat ini (DESA., 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan 

secara akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pembuat kebijakan 

dan pelaksana di lapangan. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi 

literatur dan analisis kasus. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis 

informasi dari berbagai sumber akademis dan dokumen resmi yang relevan mengenai 

implementasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Analisis kasus digunakan untuk 

mengevaluasi praktik dan kebijakan transformasi digital di beberapa negara yang telah berhasil 

menerapkan teknologi tersebut, seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura.  
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Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan 

mengeksplorasi bagaimana teknologi digital seperti AI, IoT, dan big data diimplementasikan 

dalam pemerintahan, serta dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan 

inklusivitas. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan dan praktik transformasi digital dalam 

tata kelola pemerintahan di negara-negara yang menjadi studi kasus. Fokusnya adalah pada 

kebijakan, implementasi teknologi, partisipasi publik, dan hasil yang dicapai. 

Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kasus dengan bantuan aplikasi 

Publish or Perish, dan VOSviewer akan dianalisis peneliti menggunakan analisis tematik. Proses 

analisis tematik meliputi langkah-langkah berikut: 

1. Pengumpulan data: Mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan pemerintah, artikel 

ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan. Data bibliometrik akan dikumpulkan 

menggunakan Publish or Perish. 

2. Transkripsi data: Mentranskrip data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan analisis. 

3. Pengkodean data: Mengidentifikasi tema dan pola dalam data menggunakan teknik 

pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. VOSviewer digunakan untuk memvisualisasikan 

dan menganalisis jaringan bibliometrik. 

4. Analisis tema: Menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data untuk memahami 

hubungan antara teknologi digital dan aspek-aspek seperti efisiensi, transparansi, 

partisipasi publik, dan inklusivitas. 

5. Validasi data: Melakukan validasi temuan melalui triangulasi data dengan berbagai 

sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas hasil penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian ini berdasarkan dari Analisis Bibliometrik dan Studi Kasus yang mengkaji 

hubungan dan implementasi teknologi canggih seperti AI, IoT, dan big data dalam tata kelola 

pemerintahan di beberapa negara yang telah berhasil menerapkan transformasi digital, yaitu 

Estonia, Korea Selatan, dan Singapura. Hasil temuan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi 

digital dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, namun juga 

menimbulkan tantangan baru terkait privasi data dan kesenjangan akses teknologi. 

Analisis Bibliometrik dapat dilihat dalam hasil dari VOSviewer, yang sebelumnya 

mengambil data dari Scopus dan Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan 

kata kunci Digital Transformation in Governance dalam rentang waktu 2020-2024. Setelah 

mendapatkan data dengan menyimpan dalam bentuk RIS dan memasukkan data tersebut ke 

Mendeley lalu di analisis dengan menggunakan Vosviewer dengan fields title and abstract fields, 

binary counting, minimum number of accurance of a term 5 or the 1004 term, 5 meet the threshold 

and number of terms to be selected 34, dapat terlihat seperti dalam gambar dibawah ini: 
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Gambar 1.1 Network Visualization dari Transformasi Digital dalam Tata Kelola 

Pemerintahan 

(Sumber: VOSviewer, 2024) 

 

Pada hasil Network Visualization, terdapat 34 items, 6 clusters, 112 links, dan 176 total link 

strength. Dapat terlihat bahwa belum banyak yang meneliti mengenai teknologi digital yang 

berkaitan dengan transparansi publik, privasi data, dan kesenjangan akses teknologi. 

 

 
Gambar 1.2 Overlay Visualization dari Transformasi Digital dalam Tata Kelola 

Pemerintahan 

(Sumber: VOSviewer, 2024) 
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Pada hasil Overlay Visualization, dapat terlihat bahwa artikel pada tahun lebih lama yaitu 

pada tahun 2020 memiliki warna lebih gelap dibandingkan artikel pada tahun lebih baru.  

 

 
Gambar 1.3 Density Visualization dari Transformasi Digital dalam Tata Kelola 

Pemerintahan 

(Sumber: VOSviewer, 2024) 

 

Pada hasil Density Visualization, terlihat pengelompokan, lebih pekat warnanya lebih 

sering dilakukan penelitian. Terdapat 6 warna yang menggambarkan 6 cluster, yaitu: cluster 1 

(merah) terdiri dari;  analisis, china, development, effect, india, urban governance,; cluster 2 

(hijau) terdiri dari; challenges, digital technology, firm, opportunity, order, public administration, 

relationship,; cluster 3 (biru) terdiri atas: case study, digital transformation governance, 

implementation, importance, saudi arabia, studi,; cluster 4 (kuning) terdiri dari; efficiency, 

evidence, governance mechanism,it governance, public sector, term,; cluster 5 (ungu) terdiri dari; 

accountability, nigeria, process, public governance, transparency,; cluster 6 (tosca) terdiri dari; 

data governance, dan issue. Dapat terlihat bahwa kajian mengenai “Digital Transformation in 

Governance” tidak muncul warnanya, sehingga kajian mengenai transformasi digital dalam tata 

kelola pemerintahan masih jarang dilakukan. 

Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi Kasus Estonia, Korea 

Selatan, dan Singapura 

Dalam penelitian ini akan mengevaluasi implementasi teknologi dalam tata kelola 

pemerintahan di negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura. Berikut hasil 

temuan penelitian akan penulis tampilkan dalam bentuk tabel, lebih lanjut dilakukan pembahasan 

penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan serta tantangan yang 

dihadapi dalam implementasi teknologi digital di pemerintahan. 
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Negara Inisiatif Utama Hasil Utama Tantangan 

Estonia 

e-Residency, e-

Government Services, 

Blockchain Technology 

Akses global meningkat, 

partisipasi publik tinggi, 

Keamanan data 

Kesenjangan digital, 

biaya implementasi 

tinggi 

Korea 

Selatan 

Digital New Deal, Smart 

City Projects, 

Government 24 Platform 

Penciptaan lapangan kerja, 

efisiensi perkotaan meningkat, 

layanan publik terintegrasi 

Resistensi terhadap 

perubahan, 

keamanan siber 

Singapura 

Smart Nation Initiative, 

GovTech Agency, Digital 

Identity (SingPass) 

Layanan publik efisien, respons 

krisis (COVID-19), partisipasi 

digital warga tinggi, akses digital 

yang aman 

Kesenjangan digital, 

regulasi dan 

kebijakan 

Tabel 1.1 Penerapan Tranformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan 

(sumber: Olahan Peneliti, 2024) 

 

Estonia 

Di Estonia, penandatanganan digital dimulai dengan Undang-Undang Tanda Tangan 

Digital sejak tahun 2000. Tujuan untuk membuat penandatanganan digital dan penggunaannya 

dengan berbagai jenis dokumen menjadi lebih nyaman dan efisien telah menjadi prioritas utama 

dalam inisiatif e-governance (Pappel, 2012, 2017). Estonia telah memimpin dengan program e-

Residency, yang memungkinkan orang dari seluruh dunia menjadi penduduk digital Estonia dan 

mengakses layanan digital negara tersebut (Kimmo, 2018; Tammpuu, 2019). Hampir semua 

layanan publik dapat diakses secara online, termasuk pemungutan suara digital yang 

meningkatkan partisipasi demokrasi (Reiners, 2017). Penggunaan teknologi blockchain dalam 

sistem pemerintah memastikan keamanan data dan integritas informasi, yang meningkatkan 

kepercayaan publik. Implementasi e-Residency dan blockchain dalam sistem e-government telah 

meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi (Sullivan, 2017). Warga negara dan bisnis 

internasional dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat (Volik, 2019). 

Implementasi AI dan big data dalam layanan publik juga membantu meningkatkan efisiensi 

administrasi dan personalisasi layanan kepada warga. 

Korea Selatan 

Korea Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi e-government PBB pada tahun 

2010. Sejak saat itu, Korea telah menjadi pemimpin e-government global selama satu dekade 

terakhir, menduduki peringkat pertama dalam Indeks Partisipasi Elektronik (EPI) dan peringkat 

ketiga dalam EGDI dari Survei e-government PBB pada tahun 2018 (Chung, 2019). Dalam 

perjalanan transformasi digital di Korea Selatan terdapat perspektif, tantangan dan peluang yang 

dimana tertuju pada kepemimpinan presiden untuk inovasi pemerintahan transisi tata kelola 

pemerintahan digital (Chung, 2020, 2022) 

Korea Selatan meluncurkan kebijakan Digital New Deal yang fokus pada investasi besar 

dalam infrastruktur digital dan teknologi canggih seperti AI dan 5G. Proyek kota cerdas di Korea 

Selatan, seperti di Songdo, menunjukkan peningkatan efisiensi energi dan penurunan emisi 

karbon melalui integrasi IoT dalam manajemen kota. Platform Government 24 mengintegrasikan 
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berbagai layanan publik dalam satu portal, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi 

warga.  

Adapun sistem MyData dimana pengguna dapat secara proaktif membuat keputusan 

mengenai pembagian dan pemindahan data mereka sendiri dimana dapat dikembangkan dalam 

sistem catatan kesehatan pribadi (PHR) di masa depan yang berorientasi pada pengguna dan 

pemanfaatan data kesehatan pribadi (Choi, 2021). Penggunaan AI dan big data dalam pelayanan 

publik telah mempercepat proses administrasi (Aftab, 2023) dan meningkatkan akurasi 

pengambilan keputusan (Kim, 2008). AI digunakan dalam analisis data besar untuk meningkatkan 

respons pemerintah terhadap kebutuhan warga dan dalam pengambilan keputusan berbasis data. 

Singapura 

Model e-government Singapura yang sukses mengintegrasikan layanan untuk kenyamanan 

publik. Portal 2-citizen menghemat $14,5 juta per tahun. Keberhasilan Singapura dalam 

mengatasi masalah diantaranya kebutuhan mengubah pola pikir pegawai negeri sipil, ambiguitas 

tujuan e-government, kurangnya kemampuan teknis dan sumber daya keuangan, dan masalah 

kesenjangan digital adalah dengan kepemimpinan yang kuat yang merumuskan rencana aksi 

strategis, memberikan dukungan yang kuat, mengambil pendekatan terpusat untuk pendanaan dan 

infrastruktur serta melakukan upaya menjembatani kesenjangan yang ada (Ke, 2004; Mayakul, 

2019). Adapun beberapa hal yang digunakan dengan berbagai inovasi seperti E-Filling untuk 

meningkatkan kepercayaan publik dalam pelaksanaan e-government (Lim, 2012). 

Singapura, melalui inisiatif Smart Nation, telah mengimplementasikan berbagai proyek 

inovatif seperti National Digital Identity (SingPass), yang memungkinkan akses aman ke lebih 

dari 200 layanan pemerintah (Tan, 2022). GovTech Agency mengembangkan aplikasi dan 

platform yang meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Penggunaan AI dalam 

pelacakan COVID-19 melalui aplikasi TraceTogether menunjukkan bagaimana teknologi dapat 

digunakan untuk respons cepat terhadap krisis kesehatan. IoT diterapkan dalam manajemen 

transportasi dan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Teknologi digital 

memungkinkan partisipasi publik untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan 

melalui platform digital dan aplikasi mobile. Transformasi digital yang diterapkan Singapura 

telah meningkatkan transparansi dalam berbagai layanan publik dan memungkinkan partisipasi 

digital yang lebih luas dari warga negara. 

Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi, serta Tantangan Privasi Data dan 

Kesenjangan Akses Teknologi 

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan teknologi digital dalam tata kelola 

pemerintahan secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi. Di Estonia, 

program e-Residency dan layanan e-Government telah memungkinkan warga dan bahkan non-

warga untuk berinteraksi dengan pemerintah secara digital. Ini tidak hanya mempermudah akses 

layanan tetapi juga meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemungutan suara 

digital. Di Korea Selatan, platform Government 24 yang mengintegrasikan berbagai layanan 

publik ke dalam satu portal meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi warga, 

memungkinkan mereka untuk lebih mudah berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Singapura, 

melalui inisiatif Smart Nation dan aplikasi TraceTogether, menunjukkan bagaimana teknologi 

dapat digunakan untuk respons cepat terhadap krisis kesehatan serta meningkatkan transparansi 

dalam penanganan situasi darurat seperti pandemi COVID-19. 

Namun, peningkatan partisipasi publik dan transparansi ini juga membawa tantangan baru, 
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terutama terkait privasi data dan kesenjangan akses teknologi. Penggunaan teknologi canggih 

seperti AI, IoT, dan big data memerlukan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, yang 

menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data (Savage, 2018). Misalnya, meskipun blockchain 

di Estonia menjamin keamanan data, ada tantangan dalam memastikan bahwa data pribadi tidak 

disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Di Korea Selatan dan Singapura, 

meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital juga menyoroti kesenjangan akses antara 

wilayah perkotaan dan perdesaan. Meskipun kota-kota besar memiliki akses yang baik terhadap 

teknologi canggih, wilayah pedesaan sering kali tertinggal, menciptakan disparitas dalam akses 

layanan digital. Kesenjangan digital perlu diatasi dengan memastikan bahwa semua lapisan 

masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Program pendidikan digital dan subsidi 

teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan ini. Temuan ini sesuai dengan teori 

Kesenjangan Digital yang menunjukkan bahwa akses teknologi yang tidak merata dapat 

memperburuk ketidaksetaraan sosial (Van Dijk, 2005). 

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pegawai pemerintah dan warga yang terbiasa 

dengan sistem tradisional dapat menghambat implementasi teknologi baru. Tantangan lain 

termasuk ancaman keamanan siber yang meningkat seiring dengan digitalisasi. Pemerintah harus 

terus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data dari serangan 

siber. Biaya implementasi yang tinggi juga menjadi kendala, terutama bagi negara dengan 

anggaran terbatas. Regulasi yang kaku dan tidak adaptif terhadap teknologi baru dapat 

memperlambat proses digitalisasi, sehingga diperlukan kebijakan yang fleksibel dan mendukung 

inovasi. 

Secara keseluruhan, meskipun teknologi digital menawarkan peluang besar untuk 

meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi 

melalui strategi yang komprehensif dan Berkelanjutan, sehingga negara-negara dapat memastikan 

bahwa transformasi digital membawa manfaat yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan 

untuk mewujudkan Society 5.0 yang inklusif. Implementasi teknologi canggih seperti AI, IoT, 

dan big data di negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa 

teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi 

publik dalam pemerintahan. Namun, tantangan terkait privasi data dan kesenjangan digital tetap 

ada dan perlu dikelola dengan kebijakan yang adaptif dan inklusif. 

Pemerintah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan 

data yang kuat untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi warga. Untuk mengatasi 

kesenjangan digital, pemerintah harus memastikan akses teknologi yang merata bagi seluruh 

lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, melalui program pendidikan digital dan subsidi 

teknologi. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan melalui platform 

digital yang mudah diakses dan inklusif. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta 

dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. 

Untuk prospek studi lebih lanjut dapat melakukan penelitian komparatif antara negara-

negara dengan tingkat adopsi teknologi yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci 

keberhasilan dan hambatan dalam transformasi digital. Penelitian jangka panjang dapat dilakukan 

untuk mengamati perubahan dan perkembangan implementasi teknologi digital dalam 
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pemerintahan dari waktu ke waktu. Melibatkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, dan 

ilmu politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak transformasi 

digital pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
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